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BAB Il

KAJIAN KEPUSTKAAN

A. Sejarah Madrasah di Indonesia

Kata “Madrasah” berasal dari bahasa Arab adalah isim makan dari kata
“darasa-yadruru-darsan wa durusan wa dirasatan”. Yang berarti terhapus,
hilang bekasnya. Menghapus, menjadikan using, melatih, mempelajari.*

Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah “sekolah”, dengan konotasi
khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam, sebagai tempat mengajarkan dan
mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainya
yang berkembang pada zamanya.?

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal
sedah dikenal sejak awal abad ke-11 atau 12 M, atau abad 5-6 H, yaitu sejak
dikenal adanya Madrasah Nidzhamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam
Al-Mulk, seorang Wazir dari Dinasti Saljuk. Pendirian Madrasah ini telah
memperkaya khazanah lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Islam.
Karena pada masa sebelumnya masyarakat Islam hanya mengenal pendidikan
tradisional yang diselenggarakan di masjid-masjid dan dar al- Kuttab. Di
Timur Tengah institusi madrasah berkembang untuk menyelenggarakan
pendidikan tingkat lanjut (advance/tinggi), dengan demikian pertumbuhan
madrasah sepenuhnya merupakan perkembangan lanjut dan alamiah dari

dinamika internal yang tumbuh dari masyarakat Islam sendiri.?

! Al-Munijid fi al-Lughah wa al-Lughah wa al-A’lam,

2 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), 67.
% Abdul Rahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008), 11.
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Lain halnya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, pertumbuhan
madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad
ke-20.* Membicarakan madrasah di Indonesia dengan sejarah munculnya
lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan
dari pembicaraan mengenai pesantren cikal-bakalnya. Dengan kata lain, madrasah
merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting
untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan
perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian
hari.”

Institusi pendidikan ini lahir pada permulaan abad 20 yang dianggap
sebagai awal periode pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di
Indonesia. Memasuki abad ke-20 M, banyak dari dari kalangan Islam Indonesia
yang menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetensi dengan
kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonilisme Belanda, penetrasi
Kristen, dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain di Asia apabila mereka
terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan
Islam.®

Menjelang akhir abad ke-19, para anggota dari generasi baru ulama Hindia
mulai menyadari bahwa metode dan tatanan berfikir (mindset) tradisional dalam
Islam tidak akan sanggup menghadapi tantangan kolonialisme dan peradaban

modern. Terilhami oleh bangkitnya reformisme-modernisme Islam di Timur

* Berbeda dengan di Timur Tengah dimana madrasah adalah pendidikan Islam tingkat lanjut,
sebutan madrasah di Indonesia mengacu kepada pendidikan tingkat rendah dan menengah.
Perkembanganya diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang
dari luar lembaga pendidikan yang secara tradisional sudah ada, terutama munculnya pendidikan
modern Barat. Ibid, 2
Z Mahmud Arif, Pendidikan Islam Tranfirmatif, ( Yogyakarya: LKIS, 2008), 202

Ibid, 199.
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Tenggah serta introduksi pendidikan dan asosiasi bergaya Barat di Tanah Air,
mereka mulai mempromosikan modernism atas sekolah-sekolah Islam. Dengan
mengkombinasikan antara pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran umum, dan
mengadopsi metode dan teknologi pendidikan dari sekolah-sekolah Barat, sekolah
Islam ini mempresentasikan suatu bentuk baru sistem pendidikan Islam yang
dinamakan dengan madrasah.’

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dipisahkan
dengan tumbuh kembanganya ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam.® Di
permulaan abad ke-20 banyak pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah,
sekembalinya mereka ke Indonesia mereka kembangkan ide-ide baru dalam
bidang pendidikan salah satunya melahirkan madrasah.®

Alasan lahirnya madrasah pada era ini adalah karena respon pendidikan
Islam terhadap kebijakan pendidikan Belanda, pertama kali bangsa belanda data
ke Indonesia adalah untuk berdagang, oleh karena alam kekayaan Indonesia yang
sangat melimpah tujuan utama untuk berdagang berubah untuk menguasai

wilayah Indonesia sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal

" Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Abad ke-20,
(Bandung: Mizan, 2005), Cet. 1, 108.

® Faktor penting bagi perubahan Islam di Indonesia pada permulaan abad 20 ini dapat dibagi
menjadi 4 hal yaitu: 1). Semenjak tahun 1990 di beberapa tempat muncul keinginan untuk kembali
kepada Qur’an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan
kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecendrungan ini menolak taglid. Dorongan ini muncul
dari golongan Muhammad Abduh dan murid-muridnya dari Mesir unsur ini juga mendorong umat
Islam Indonesia untuk kembali kepada Qur’an dan Sunnah . 2). Sifat perlawanan nasionalis
terhadap penguasa kolonial Belanda. Dalam hal ini meskipun Belanda juga panik terhadap Pan-
Islaisme, namun mereka yang menolak Belanda hampir tidak mau menerima Pan-Islamisme,
penentangan terhadap kolonialisme selalu bersifat nasionalisme. 3). Usaha yang kuat bagi dari
orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya dibidang sosial ekonomi, baik demi
kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak. 4). Dorongan dari
pembaharu pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan
metode tradisional dalam mempelajari Qur’an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan
organisasi pada permulaan abad 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode
mapun isinya. Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, ( Jakarta: LP3ES, 1994), 26-28.
% Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2014), 98.
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dengan semboyan 3G vyaitu, Glory (Kemenangan dan Kekuasaan), Gold (emas
atau kekayaan bangsa Indonesia), dan Gospel (upaya salibisasi terhadap umat
Islam di Indonesia).

Dalam menyebarkan misi-misinya itu, Belanda (VOC) mendirikan
sekolah-sekolah Kristen, pada tahun 1607 di didirikan sekolah di Ambon,
kemudian pada tahun 1927 jumlah berkembangnya menjadi 16 sekolah di Ambon
dan 18 sekolahan di pulau-pulau sekitar Ambon. Di Timor didirikan sekolah pada
tahun 1701. Di pulau Jawa , yaitu di Batavia didirikan pada tahun 1617, bahkan
pada tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah yang berlokasi pada setiap
karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada hal sebelumnya sudah ada 30
sekolahan, sekolahan-sekolahan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak Belanda
dan anak-anak pribumi yang beragama Nasrani.*°

Selanjutnya di awal abad ke-20, atas perintah Gubernur Jendral Van
Heutsz, sistem pendidikan diperluas dalam bentuk sekolah desa, walaupun
terbatas untuk kalangan anak-anak bangsawan, namun dalam perkembangan
selanjutnya sekolahan ini dibuka untuk umum dengan biaya yang sangat murah.

Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk
memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan
Islam, mendapat tantangan yang mendapat tantangan dan saingan yang berat
dengan didirikanya sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda yang dilakukan
secara modern terutama dalam kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana dan

lain-lain.

0 samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, (
Jakarta: Kencana, 2013), Cet. I, 263.
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Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan
tumbuhnya ide-ide di kalangan inteletual Islam, untuk memberikan respond an
jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan memajukan pendidikan Islam,
mereka juga menyadari sistem pendidikan tradisional dan langgar tidak lagi sesuai
lagi dengan iklim pada masa itu. Ide-ide tersebut muncul dari tokoh-tokoh yang
pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Mereka mendirikan pendidikan
secara perorangan maupun secara kelompok/organisasi dalam bentuk lembaga
yang dinamakan madrasah atau sekolah secara teratur dan sistemis.

Berdasarkan laporan statistik resmi pemerintahan Belanda tahun 1885.
Jumlah pendidikan Islam tradisional tercatat sebanyak 14.929. Pertumbuhan
lembaga pendidikan yang demikian pesat justru berakibat pada munculnya respon
negative kolonial Belanda terhadap Islam. Para penguasa kolonial mulai dihantui
rasa takut akan bertambahnya kekuatan Islam yang dapat mengancam
pemerintahanya. Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah suatu badan khusus
yang bertugas mengawasi kehidupan keagamaan dan pendidikan yang disebut
Priesterraden. Atas nasihat dari badan ini pada tahun 1905 lahirlah sebuah
peraturan yang menetapkan bahwa setiap guru agama harus meminta izin terlebih
dahulu. Pada tahun 1925 muncul peraturan bahwa tidak semua kiai boleh
memberikan pelajaran.*!

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa madrasah pada era
kolonial mendapatkan pengawasan yang begitu ketat dari pemerintah Hindia
Belanda. Peraturan yang begitu ketat ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda

mengakibatkan pendidikan Islam tidak bisa berkembanga denga pesat karena

1 bid, 264-265
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pemerintah Hindia Belanda takut akan perkembangan Islam yang sangat anti

terhadap kolonialisme.

Samsul Nizar mengungkapkan Setidaknya madrasah-madrasah yang
didirikan pada periode sebelum kemerdekaan dapat diklasifikasikan dalam dua
bagian berdasarkan wilayah tempat didirikanya madrasah, yakni madrasah yang
didirikan di daerah Minangkabau dan didaerah di luar Minangkabau. Madrasah-
madrasah yang didirikan di wilayah Minangkabau antara lain:

1. Madrasah Adabiyah (Adabiyah School). Madrasah ini didirikan oleh Syikh
Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang (Sumatera Barat). Belum
cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang
karena alasan situasi di sekitarnya. Di mana masyarakat Padang Panjang tidak
menyukai pola sekolah ini. Di samping itu, juga karena alasan kondisi pribadi
Syekh Abdullah Ahmad sendiri yang secara ekonomis beliau adalah pedagang
kain dimana lokasi madrasah itu kurang menguntungkan bagi perjalanan
bisnisnya. Ketika madrasah dipindahkan ke Padang, Sambutan masyarakat
cukup baik untuk perkembangan Madrasah, disamping itu juga usaha
pribadinya sebagai tukang kain berjalan dengan baik.

Pada tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia
Belanda dan berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS), yaitu
setingkat sekolah dasar, ini merupakan HIS pertama yang didirikan oleh
organisasi Islam dan merupakan HIS pertama di Minagkabau yang

memasukkan agama direncana pembelajaranya.*?

12 1hid, 265-266.
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2. Selolah Agama (Madras School). Madrasah yang didirikan pada tahun 1910
oleh M. Thalib Umar di sungayang, Batusangkar. Sekolah ini hanya terdiri satu
kelas saja. Sekolahan ini terpaksa ditutup pada tahun 1913 dengan alasan
kekurangan tempat. Namun pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan
Diniyah School sebagai lanjutan dari Madras School.

3. Madarasah Diniyah (Diniyah School). Madarasah Diniyah didirikan pada
tanggal 10 Oktober 1915, oleh Zainuddin Labay El Yunusi di Pdang Panjang.
Madrasah ini merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang
diorganisasikan berdasarkan sistem klasikan dan tidak mengikuti sistem
tradisional, dimadrasah ini juga memberikan pelajaran umum disamping
pelajaran agama.

4. Arabiyah School, didirikan tahun 1918 di Ladang Lawas oleh Syeikh Abbas.

5. Sumatera Thawalib, sumatera Thawalib secara formal membuka madrasah di
Padang Panjang pada tahun 1921 di bawah pimpinan Syeikh Abdul Karim
Amrullah.

6. Madrasah Dinitah Puteri, Madrasah Diniyah Puteri didirikan di Padang
Panjang pada tahum 1923 oleh Rangkayo Rahmah EIl Yunusiah. Madarasah ini
merupakan madrasah putrid pertama di Indonesia yang bertujuan memberikan
pengetahuan yang lebih luas kepada pelajar putrid.

Sementara itu madrasah yang didirikan diluar Minangkabau seperti
didaerah Jawa, sebagian besar didirikan oleh organisasi sosial keagamaan antara
lain:

1. Madrasah Muhammadiyah, Madrasah ini diperkirakan berdiri 1918, nama

madrasah ini kemudian berganti menjadi Qismul Arga, kemudian berubah
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nama menjadi Kweekschool Muhammadiyah kemudian berganti lagi menjadi
Madrasah Mualllimin Muhammadiyah, sekolah ini didirikan oleh organisasi
Muhammadiyah.

. Madrasah Salafiyah, madrasah ini didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari,
madrasah ini berkembang dengan berbagai macam-macam jenjang dan jenis di
bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Madrasah salafiyah Tebuireng
Jombang Jawa Timur Memodernisasi pendidikanya pada tahun 1929 ketika
KH. llyas menjadi kepala madrasah.

. Jamiat Khair, organisasi yang didirikan oleh Sayid Muhammad al-Fachir, dkk
di Jakarta pada tahun 17 Juli 1905 ini juga mendirikan sekolah-sekolah
ditingkat dasar, untuk keperluaan di lembaga-lembaga yang didirikanya.
Mereka mendatangkan tenaga-tenaga professional dari luar negeri seperti al-
Hasyimi dari Tunisia, Syeikh Ahmad Sukarti daru Sudan, Syeikh Muhammad
Thalib dari Maroko dan Syeikh Muhammad Abdul Hamid dari Mekkah.

. Al-Irsyad, Al-lIrsyad merupakan madrasah tertua sekaligus termasyhur di
Jakarta. Proses berdirinya madrasah ini dipelopori oleh Syaikh Ahmad Surkati
yang bertujuan unuk memajukan pelajaran agama Islam yang murni di
Indonesia, khususnya orang-orang Arab (namun lebih liberal dari pada Jamiat
Khair). Al-Irsyad mempunyai dua tujuan utama, pertama, mengubah tradisi
dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa
Belanda, dan bahasa-bahasa yang lainya. Kedua, membangun gedung-gedung
pertemuan, sekolah dan unit percetakan. Pembaharuan dalam bidang
pendidikan diawali dengan mendirikan perguruan Modern di Jakarta pada

tahun 1913. Materi pelajaran yag diberikan adalah pelajaran umum disamping
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pelajaran agama. Nampakanya corak pembaharuan yang dilakukan pemimpin-
pemimpin al-Irsyad banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh di Mesir.

Di samping madrasah-madrasah yang merupakan pelopor dan perintis
dalam pendirian madrasah di Indonesia, baik itu di Minagkabau maupun di Jawa,
berikut ini dikemukakan pula madrasah-madrasah di daerah lainya yang
mendikuti jejak pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia baik sebagai lembaga
baru berdiri langsung dengan pola madrasah maupun yang semula berdiri dengan
pola belum mengikuti pembaharuan madarsah sebagai berikut:

a. Aceh. Madrasah-madrasah yang berdiri di Aceh tercatat sebagai berikut:
Madrasah Sa’adah Adabiyah di Sigli (1930 M) oleh Tengku Daud Beureuh.
Madrasah Darul Huda (1934 M), Madrasah al-Muslim di Bieruen (1930 M)
dan Madrasah Jadam & Ma’had Iskandar Muda di Lampaku (1940 M). Pada
tahun 1939 M didirikan Normal Islam (Sekolah agama berciri umum) yang
dipimpin oleh M. Nur al-Ibrahimi.

b. Sumatera Timur terdapat Madrasah Masrurah (1912 M) dan Madrasah Azizah
(1918 M).

c. Medan, ada organisasi dengan nama al-Jami’atul Wasliyah yang didirikan pada
tanggal 30 November 1930 oleh pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli.
Ketua penggurus yang pertama adalah Ismail Banda dengan penasihat H.M.
Yunus.

d. Tapanuli. Lembaga ini berdiri pada tahun 1913, kemudian pada tahun 1913,
kemudian pada tahun 1934 berubah menjadi Madrasah dengan nama Madrsah

Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli.
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e. Jambi. Di Wilayah Jambi beberapa madarasah yang bergerak di bidang
pendidikan, yaitu Madrasah Nurul Islam (1934 M), Madrasah Jauharain (1940
M), Madrasah Nurul Iman (1914 M), Madrasah As’ad (1952 M), Maadrasah
Sa’adatul Darain (1957 M).

f. Palembang dan Lampung. Di Palembang dan Lampung terdapat pula beberapa
Madrasah, seperti Madrasah Al-Quruniyah di Palembang (1920 M) pimpinan
K.H. Muh. Yunus, Madrasah Ahliah Diniyah di Palembang pimpinan K.
Massagus H. Nanang Misri (1920 M), Madrasah Nurul Falah di Palembang
(1934 M) pimpinan K.H. Abu Bakar al-Basari, Madrasah Darul Funun (1938
M) pimpinan K.H. Ibrahim di Palembang.

g. Jawa Barat, Di Wilayah Jawa Barat terdapat beberapa Madrasah Mathla’ul
Anwar di Menes (1916 M), Madrasah Khairul Huda di Banten, Madrasah
Masyarikul Anwar dan Madrasah Nurul Falah di Pandegelang, Madrasah
Persatuan Umat Islam (PUI) di Majalengka (1917 M), Madrasah al-Khairiyah
di Serang (1925 M) Madrasah Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi, Madrasah
Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung (1936 M).

h. Yogyakarta. Di Wilayah ini terdapat Madrasah Krapyak oleh K.H. Munawwir.

i. Solo. Di Wilayah solo terdapat Madrasah Manbaul Ulum (1905 M) yang
didirikan oleh R. Hadipati Sosrodiningrat dan R. Panghulu Tafsirul Anam.

J. Jawa Timur, di Wilayah Jawa Timur berdiri pula madrasah-madrasah yang
terkenal, seperti Madrasah Pesantren Rejoso Peorongan (1927 M) dan
Madrasah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

k. Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat Madrasah Wajo Arbiyah Is-lamiyah

(1931 M) di Wajo, Madrasah Amiriah Islamiyah (1933 M) di Watampone,
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Madrasah al-Khairat (1930 M) oleh Syeikh al-Idrus di Sulawesi Tengah,
Madrasah Tarbiyah al-Islamiyah di Mangkoso (1938 M) oleh H. Abd. Rahman
Ambo Dale.

I. Kalimantan, demikian pula di pulau Kalimantan terdapat Madrasah al-Najah
wa al-Falah (1918 M) di sei. Bakan Besar mempawah, Madrasah al-
Sulthaniyah di Sambas (Kalimantan Barat 1922 M), Madrasah al-Raudhatul di
Pontianak (1936 M) dan Madrasah Normal Islam (1928 M) oleh H. Abdul
Rasyad, lulusan al-Azhar, Kairo Mesir.

m.Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat Madrasah
Nahdatul Watan berdiri di Lombok Timur (NTB) (1939 M) oleh K.H
Zainuddin Pancor, Madrasah al-Ittihad di Ampean Lombok Barat, Madrasah
Darul Ulum di Sumbawa.®®

Sementara itu pada dewasa ini kehadiran madrasah sebagai lembaga
pendidikan Islam setidak-tidaknya dilatarbelakangi oleh empat faktor sebagai
berikut: pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan

Islam. kedua, usaha menyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah suatu

sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusanya memperoleh kesempatan

yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja
dan perolehan ijazah. Ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat

Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan

mereka, dan keempat, sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan

13 1bid, 265-272.
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tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern hasil

akulturasi.*

B. Intergrasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional.
1. Madrasah Pada Era Kemerdekaan (Orde Lama)

Department Agama sudah ada sejak sebeleum kemerdekaan ditanggani oleh
kantor agama pada masa penjajahan Belanda bernama resmi Kantoor voor
Inlandshe Zaken kemudian pada masa penjajahan Jepang bernama Shukuma
setelah Indonesia merdekan diganti Kementrian Agama sejak diresmikan
tanggal 3 Januari 1946.%

Setelah Indonesia merdeka, panitia untuk merumuskan kebijakan
pendidikan yang dibentuk pada akhir tahun 1945 dalam laporanya mengenai
bentuk pendidikan Islam yang lama dan yang baru menyatakan : “ Madrasah
dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber
pendidikan dan mencerdaskan rakyat jelata, yang sudah menggakar pada rakyat
Indonesia, hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata
dengan berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah, karena lembaga
ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen
Agama.*®

Kebijakana Orde lama untuk memberikan fasilitas dan sumbangan materiil
terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, disambut baik pleh masyarakat

walaupun tidak semuanya setuju. Kebijakan tersebut dianggap anggin segar

% Samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, (
Jakarta: Kencana, 2013), Cet. I, 262.

!5 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2003), 33

16 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, ( Jakarta: LP3ES, 1994), 96-97.
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untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia, setelah beberapa waktu
lalu sempat dikucilkan oleh pemerintah Belanda.

Kebijakan tersebut merupakan awal dari bangkitnya pendidikan Islam
secara umum baik dan bersifat kelembagaan seperti madrasah, atau yang
bersifat non lembaga, seperti langgar atau surau tempat mengaji, dan sempat
dirasakan dampak positifnya bagi lembaga madrasah.

Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran
Departement Agama, lembaga inilah yang vyang secara intensif
memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi Departement
Agama dalam bidang pendidikan agama diajarkan di sekolahan-sekolahan. Di
samping pada pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara sepesifik usaha
ini ditangani oleh satuan khusus yang mengurusi pendidikan agama.*’

Konvergensi Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang
tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal,
dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum
disamping pelajaran agama. Disamping Sekolah Dasar di bawah Departemen
pendidikan dan Kebudayaan, pada 1 September 1956 dibawah naungan
Departemen Agama, dalam nota Islamic Education in Indonesia yang disusun
oleh bagian pendidikan Departemen Agama mengambarkan sebagai berikut:
1). Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. 2). Memberi
pengetahuan umum di Madrasah. 3). Mengadakan pendidikan Guru Agama

(PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).'?

7 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 36.
18 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, 97.
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Kesempatan tersebut digunakan masyarakat muslim Indonesia untuk
mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Salah satu gambaran
perkembangan madrasah yang menonjol pada masa Orde Lama adalah
didirikanya dan dikembangkanya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan
Pendidikan Hakim Islam Negeri. Kedua madrasah ini menadai perkembangan
yang sangat penting dimana madrasah dimasukkan mencetak tenaga-tenaga
profesional keagamaan, disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap
mengembangkan madrasah. Sampai satu dekade 60-an, madrasah tersebar di
berbagai daerah hampir seluruh propinsi di Indonesia, dilaporkan bahwa
jumlah madrasah tingkat Ibtida’iyah pada waktu itu sudah mencapai 13. 057.
Sedangkan Madrasah Tsanawiyah 776, dan Madrasah Aliyah 1.188.*

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa madrasah pada era Orde
Lama langsung dalam naungan Departemn Agama, bahkan Departemen
Agama mempunyai bidang tersendiri untuk menggurusi madrasah. Madrasah
yang pada masa kolonial Belanda sangat dikucilkan, akan tetapi pada masa
setelah kemerdekaan kondisi tersebut berbalik, para perintis madrasah
diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan madrasah,
dan madrasah menjadi sekolahan berbasis agama yang tumbuh subur di

Indonesia.

2. Madrasah Pada Era Orde Baru

Pada tanggal 10-20 Agustus 1970 telah dilangsungkan pertemuan di

Cibogo, Bogor, Jawa Barat dalam rangka menyusun kurikulum madrasah

9 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 37



dalam semua tingkat secara nasional.”®

Kurikulum Madrasah yang dirumuskan
di Cibogo diberlakukan secara nasional berdasarkan, Keputusan Menteri
Agama No. 52 Tahun 1971. Dengan  beberapa perbaikan  dan
penyempurnaan, kurikulum itu kemudian. dikenal dengan kurikulum 1973.2
Dari struktur materi yang ditawarkan kurikulum itu sudah cukup
mencerminkan perkembangan yang serius dalam rangka mengarahkan
madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Komponen
kurikulum itu meliputi tidak saja mata-mata pelajaran agama tetapi juga mata-
mata pelajaran umum dan mata-mata pelajaran kejuruan.?® Dengan disusunnya
kurikulum madrasah secara nasional berarti kurikulum madrasah telah
seragam, walaupun di sana sini tetap diperbolehkan menambah sesuai dengan
ciri khas lembaga yang mendirikan. Isu sentral dari kurikulum madrasah secara
nasional nampaknya masuknya mata pelajaran umum ke dalam madrasah
secara dominan. Dimana mata pelajaran agama menjadi berkurang.

Dengan hanya berbekal kurikulum madrasah yang bersifat nasional saja
ternyata tidak cukup untuk menjadikan madrasah sebagai bagian dari satu
sistem pendidikan nasional, karena secara politis eksistensi madrasah - seperti
telah disebut sebelumnya akan di bawah otoritas Depdikbud. Namun tidak
disetujui oleh umat Islam, mereka lebih menghendaki madrasah tetap ada di
Departemen Agama. Resistensi umat Islam itu semakin nampak ketika
Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972,

kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, yang isinya

38

20 Departemen Agama RI, Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia (Jakarta: Direktorat

Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001), 24.
*! Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi, 34.
* Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, 142.



dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional.
Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai
manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman
penjajahan telah diselenggarakan umat Islam. Situasi ini menandai hubungan
yang cukup panas dalam hubungannya madrasah dengan pendidikan nasional.
Munculnya reaksi keras umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru.
Berkaitan dengan Kepres 34/1972 dan Inpres 15/1974, pemerintah kemudian
mengambil kebijakan yang lebih operasional terkait dengan madrasah. Yaitu
melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Sejalan dengan upaya
peningkatan mutu pembinaan madrasah inilah, pada tanggal 24 Maret 1975
dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB), yang
ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan

Menteri Dalam Negeri.”®
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SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga

Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta
Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, DAN
Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada
Madrasah. SKB 3 Menteri ini ditandatangani di Jakarta oleh 3 orang menteri,
yaitu : Dr. H. A. Mukti Ali (Menteri Agama), Dr. Sjarif Thajeb ( Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan), dan H. Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri)

pada tanggal 24 Maret 1975.

** Departemen Agama RI, Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia, 25-26.



40

Secara substantive, SKB 3 Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 Pasal. Ketujuh
bab tersebut membahas tentang: Bab 1, Ketentuan Umum, memuat 1 pasal dan
2 ayat: Bab 2, tujuan peningkatan, memuat 1 pasal dan 1 ayat: Bab 3, Bidang-
bidang peningkatan pendidikan, memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 4, pembinaan
memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 5, bantuan pemerintah, memuat 1 pasal 2 ayat: Bab
6, pembiayaan, memuat 1 pasal dan 1 ayat, dab Bab 7, ketentuan Penutup,
memuat 2 pasal 2 ayat.

Bab 1, mengatur tentang ketentuan umum. Di Pasal 1 ayat (1) yang
dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini ialah lembaga
pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata
pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurang 30 % di samping mata
pelajaran umum, (2) Madrasah meliputi tiga tingkatan yakni : Masrasah
Ibtidaiyah, setingkat sekolag dasar, Madrsasah Tsanawiyah, setingkat dengan
Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah
Menengah Atas.

Bab 2, Mengatur tentang Tujuan peningkatan, maksud dan tujuan
peningkatan mutu pendidikan madrasah ialah agar tingkat mata pelajaran
umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran
umum di sekolah umum vyang setingkat, sehinggah ijazah madrasah
mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

Bab 3, mengatur bidang-bidang peningkatan pendidikan. Selanjutnya,
ditegaskan pada Pasal 3 ayat 1 bahwa peningkatan mutu pendidikan pada
madrasah meliputi bidang-bidang : Kurikulum, buku-buku pelajaran, alat-alat

pendidikan lain dan sarana pendidikan pada umumnya dan pengajar.
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Bab 4 (Pasal 4) sebagai berikut: (1) pengelolahan Madrasah dilakukan oleh
Menteri Agama, (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah
dilakukan oleh menteri Agama, dan (3) pembinaan dan pengawasan mutu
pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh menteri pendidikan dan
Kebudayaan, bersama-sama menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pada bantuan pemerintah diatur pada Bab 5 (Pasal 5),
ditegaskan bahwa (1) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada
madrasah pemerintah memberikan bantuan: di bidang peengajaran umum
,berupa buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya; di
bidang pengajar, berupa penataran dan perbantuan pengajar; di bidang sarana
fisik, berupa pembangunan gedung sekolah; (2) pelaksanaan bantuan yang
dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur bersama oleh Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pembiayaanya diatur dalam Bab 6 (Pasal 6), ditetapkan bahwa pengeluaran
untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini
dibebankan kepada anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa
bantuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 di atas dibebankan kepada
anggaran Departemen Pendidikan dan Kebdayaan dan/atau Anggaran
Departemen Dalam Negeri.?*

SKB 3 Menteri ini segera ditindak lanjuti oleh masing-masing menteri.
Menteri Agama Dr. H. A. Mukti Ali menindaklanjuti dengan menggeluarkan
keputusan Menteri Agama Nomor 70 ahn 1976 tentang Persamaan/Derajat

Madrasah dengan Sekolah Umum tertanggal 15 Desember 1976 dan keputusan

24 Samsul Nizar, Ordononsi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Surabaya:
Imtiyas, 2011), 181.
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Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977 tentang Persamaan ljazah Madrasah
Swasta dengan ljazah Madrasah Negeri tertanggal 26 Januari 1977.

Lahirnya kurikulum 1984, sebagai penyempurna kurikulum 1975 (SKB)
kalangan madrasah merasa gembira karena lahir pula keputusan bersama antara
Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 0299/U/1984 (Dikbud); 045/1984
(Depag) tahun 1984 tentang pengakuan pembakuan kurikulum sekolah umum
dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain ialah mengizinkan kepada
lulusan sekolah (madrasah) agama untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah
umum yang lebih tinggi.

Hal ini berarti adanya pengakuan yang resmi dari pemerintah RI terhadap
persamaan derajat dan kemampuan ilmiah antara madrasah dan sekolah umum
di Indonesia. Walaupun pelaksanaan SKB tersebut masih mengalami hambatan
dan kekurangan namun inti dan jiwa SKB tersebut merupakan perjuangan dari
Depag dan Dikbud.?

Esensi isi SKB 2 menteri tersebut adalah, a) kurikulum sekolah umum dan
kurikulum madrasah terdiri program inti dan program kKhusus, b) program inti
dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah
secara kualitatif sama, c) program khusus (pilihan) diadakan untuk
memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan
tinggi bagi sekolah/madrasah tingkat menengah atas, d) pengaturan
pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit,
bimbingan karir, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama, e) hal-

hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka

#* Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, 198.
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keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua
Departemen yang bersangkutan.?®

Dengan demikian sebenarnya lahirnya kurikulum madrasah tahun 1984
diilhami oleh SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri. Tertuang dalam keputusan
Menteri Agama (KMA) Nomor 99 tahun 1984 untuk kurikulum Madrasah
Ibtidaiyah (MI), KMA Nomor 100 Tahun 1984 untuk kurikulum Madrasah
Tsanawiyah (MTs), KMA Nomor 101 tahun 1984 untuk kurikulum Madrasah
Aliyah (MA).

Dalam GBPP kurikulum MA 1975 disebutkan bahwa tujuan meliputi tujuan
dan Tujuan Instruksional Umum (TIU). Tujuan kurikuler adalah tujuan yang
harus dicapai oleh setiap mata pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah, sedang
Tujuan Instruksional Umum (TIU) adalah tujuan yang harus dicapai dalam
masingmasing pokok bahasan

Kemudian lahirlah UU No 2 / 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pemerintah mengintegrasikan madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional.
Konsekuensi ketentuan UUSPN 1989 ini adalah, madrasah dituntut
mengadopsi dan menerapkan kurikulum pendidikan umum yang dikeluarkan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) — sekarang menjadi
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Konsekuensi berikutnya adalah
madrasah pada ketiga jenjangnya, mulai Ibtidaiyah hingga Aliyah, secara
substansial berubah wajah yaitu menjadi sekolah umum berciri khas Islam.
Bahkan pada tingkat Aliyah, madrasah ini tidak hanya membuka jurusan

agama tetapi juga jurusan umum. Madrasah secara perlahan dituntut

*® Muwardi Sutejo dkk, Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
dan Universitas Terbuka, 1992), 16.
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mengadopsi sebagian ciri kurikulum dan mata pelajaran modern, seperti
matematika, sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan geografi.

Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang
pendidikan dasar menyatakan bahwa, SD dan SLTP yang berciri khas agama
Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut
Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).?’” Sedangkan
mengenai Madrasah Aliyah disebutkan sebagai sekolah menengah umum,
sebagaimana dikemukakan pada bab 1 pasal 1 ayat 6, bahwa Madrasah Aliyah
adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berciri khas agama Islam yang
diselenggarakan oleh Departemen Agama.?®

Dalam rangka merealisasikan tuntutan UU dan Peraturan Pemerintah
tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang
kurikulum madrasah yang berlaku secara nasional. Yaitu didasarkan atas Surat
Keputusan Nomor 371 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Ibtidaiyah,
Nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Tsanawiyah, Nomor 373
tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah.®Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama tersebut maka lahirlah kurikulum Madrasah Aliyah
1994.

Tarmizi Taher ketika menjadi Menteri Agama, nampaknya mencoba
menawarkan kebijakan dengan jargon “Madrasah sebagai sekolah umum yang

Berciri Khas Agama Islam —kurikulum 1994- yang muatan kurikulumnya

7 UUSPN No. 2 Tahun 1989, 34, lihat juga Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991/1992) 65.

?® Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0489/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU)

*® Depag RI, Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah 1994 (Jakarta: Depag RI, 1994).
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sama dengan non madrasah.*® Terutama muatan mata pelajaran umumnya yang
sama dengan non madrasah, adapun muatan pelajaran agamanya untuk MA
ditambah jumlah jam pelajaran dalam rangka memunculkan ciri khas ke-
Islamannya. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
tentang pendidikan menengah, yang diiringi dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Menegah
Umum (SMU).

Dalam UU Sisdiknas no. 2 Tahun 1989, yang diatur oleh PP no 28 dan 29
dan diikuti oleh SK Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, menyebutkan
bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Berkenaan
dengan ini maka MI, MTs dan MA memiliki kurikulum yang sama dengan
sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditambah
dengan ciri ke-Islamannya yang ada dalam kurikulum madrasah, yaitu
memiliki pelajaran agama yang lebih dari sekolah.? Ini adalah tantangan bagi
madrasah, di satu sisi kurikulumnya harus sesuai dengan sekolah, di sisi lain
harus mempertahankan ciri khas ke-Islamannya. Untuk itu diperlukan suatu
kebijakan dan strategi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan
mampu mengatasi kekurangan yang ada pada MA.* Jika tantangan ini
dihadapi dan direalisasikan secara konsekwen, maka MA akan menjadi SMA
plus, tetapi kalau tidak justeru akan sebaliknya -tidak berkualitas- pelajaran
umum tidak dapat mengejar SMA secara kualitatif, pelajaran agama tidak bisa

mengejar lulusan pesantren secara kualitatif pula.

%% Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan
Perguruan Tinggi, 197.

*! Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,
111.

*2 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, 35-37.
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Nampak di sini bahwa isi mata pelajaran umum kurikulum madrasah harus
mengikuti kurikulum sekolah, dengan alasan agar supaya lembaga pendidikan
madrasah diakui sebagai suatu sistem pendidikan nasional. Ini cukup politis,
tetapi walaupun demikian, lembaga madrasah tetap mempertahankan ciri khas
ke-Islamannya, terbukti dengan bergantinya kurikulum dari Depdikbud, yang
selanjutnya diikuti oleh madrasah, Menteri Agama selalu mengeluarkan
keputusannya (KMA) dalam rangka menyikapi pergantian kurikulum tersebut.
Dan KMA itu berisi tentang desain kurikulum madrasah yang baru dengan
substansi senantiasa mempertahankan ciri khas ke-Islamannya yang tergambar
dalam muatan pelajaran agama.

Tentu saja dengan serangkaian kebijakan itu, tidak dimaksudkan untuk
mengerdilkan misi madrasah, tetapi justru sebaliknya. Madrasah semakin
diperkokoh secara institusional, operasional, dan sistem pembelajarannya. Dan
sesuai dengan ketentuan UUSPN, yang memungkinkan madrasah membuka
jurusan khusus ilmu agama, pada tingkat Madrasah Aliyah dikembangkan pula
model Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) (UU No 20. Th 2003
Tentang Sisdiknas:15). Model ini bahkan telah dirintis sebelum UUSPN 1989
lahir, yaitu melalui Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987, yang
merupakan “penyempurnaan” dari SKB 3 Menteri Dalam SK Menteri Agama
itu disebutkan, pendirian MAPK dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa
agar memiliki kemampuan dasar di bidang ilmu agama Islam dan bahasa Arab,
yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Kurikulum MAPK bermuatan 70% pengetahuan agama dan 30%, Yaitu

kebalikan dari muatan kurikulum Madrasah Aliyah pada umumnya. Setiap
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MAPK dilengkapi laboratorium, perpustakaan, mushalla, dan asrama. Pada

perkembangan selanjutnya, MAPK berganti nama menjadi MAK (Madrasah

Aliyah Keagamaan).®

Di samping mengakui madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam,
UU Sisdiknas Nomor 2/1989 masih mengakomodasi keberadaan lembaga
pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan menengah (pasal 15
ayat 2).>* Dan sesuai PP Nomor 29/1990 (pasal 11 ayat 2), “Tanggungjawab
pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri (Pendidikan
dan Kebudayaan) kepada menteri Agama”. Maka, sebagi tindak lanjut peraturan
di atas Menteri Agama, berdasar KMA Nomor 371/1993, mendirikan sekolah
menengah keagamaan dengan nama Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, muatan kurikulum MAK agak berbeda
dengan MA. Kurikulumnya—»berdasar KMA Nomor 374/1993 tentang Kurikulum
Pendidikan Menengah Keagamaan—Iebih didominasi materi keagamaan (+70%).
Dengan prosentase materi agama yang dominan, maka MAK sesungguhnya
merupakan “kelanjutan” dari program MAPK yang telah dirintis tahun 1987 (oleh
Menteri Agama Munawir Syadzali). Hanya, jangkauan MAK lebih luas dibanding

MAPK %

%% Samsul Susilowati, Eksistensi Madrasah dalam Pendidikan Indonesia, Madrasah, Vol. 1 No. 1
Juli-Desember 2008, 5.
% Berbunyi:“Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan,

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan”. Isi undang-undang ini
kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 29/1990 tentang Pendidikan Menengah. Pada bab |
pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang
menengah yang mengutama-kan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang
bersangkutan.

% Muhammad Kosim, Sejarah Madrasah Perkembangan dan Pertumbuhan, Tadris, Vol 2 No 1,
2007, 54.
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3. Madrasah Pasca Reformasi
Kehadiran UU Sisdiknas Nomor 20/2003 semakin memperkuat posisi
madrasah sebagaimana telah dirintas dalam UU Sisdiknas Nomor 2/1989. Di
antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu
bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam
undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal
dimaksud:
1. Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTSs)
atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pasal 18 ayat 3 : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang

sederajat.

Kedudukan madrasah semakin kokoh, merupakan bagian dari sistem
pendidikan nasional dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
Dalam pasal 18 disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat.
Pada kurikulum sebelumnya sebutan nama SMA adalah SMU, untuk SMK masih

STM, SMEA dan lain-lain, namun sebutan MA masih tetap.
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Di sisi lain munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah. Terkait dengan madrasah, sebelumnya —sebelum munculnya UU ini—
madrasah secara full dan otonomi di bawah wewenang Departemen Agama,
setelah munculnya UU No. 22 ini, agama tidak diotonomikan, sedangkan
pendidikan termasuk bagian yang diotonomikan.*® Dengan demikian sebenarnya
mata pelajaran umum yang ada di madrasah di bawah otoritas Dinas Pendidikan
yang ada di daerah, sedangkan untuk mata pelajaran rumpun PAI tetap di bawah
otoritas Departemen Agama, karena tidak diotonomikan. Konsekwensi logisnya,
mata pelajaran PAI yang ada di sekolah juga menjadi otoritas Departemen
Agama.

Menteri Agama dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri No.
MA/402/2000, tanggal 21 November 2000 tentang penyerahan wewenang di
bidang agama dan keagamaan. Dalam surat tersebut dinyatakan sebagai
menindaklanjuti keputusan rapat tanggal 26 September 2000 yang membahas
tanggapan dan masukan dalam rangka PP No. 84 Tahun 2000 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. 118/1375/PUMDA tentang rencana kerja percepatan
implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25
tahun 2000 disampaikan bahan dari Departemen Agama bahwa kewenangan
penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah umum dan penyelenggaraan Ml,
MTs dan MA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sesuai asas desentralisasi
pemerintah yang meliputi aspek-aspek; operasional penyelenggaraan, penjabaran

kurikulum, penyediaan tenaga dan kependidikan, penyediaan sarana dan

*® Haidar, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, 176
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prasarana, penyediaan anggaran.®’ Di sini sebenarnya juga terkesan bahwa Dinas
Pendidikan hendak berminat mengurusi madrasah lagi, rupanya Departemen
Agama tetap dalam pendiriannya tidak mau melepas madrasah. Buktinya sampai
sekarang madrasah tetap di bawah kewenangan Departemen Agama.

Kurikulum 2004 yang diilhami oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003,
dalam pasal 36 dan 38, disebutkan bahwa kurikulum dikembangkan dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi
daerah dan peserta didik. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar
dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.®® Melihat realitas yang demikian
madrasah juga harus bersikap, dengan tetap mempertahankan ciri khas ke-
Islamannya.

Kurikulum Madrasah Aliyah tahun 2004 disebut Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). Substansi KBK adalah kompetensi, sedangkan kompetensi
merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang dilakukan secara konsisten dan terus
menerus, sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten dalam
bidang  tertentu.Dengan kata lain, kompeten mempunyai arti memiliki
pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.*

Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan pada hasil dan proses.

Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada hasil menekankan pada

%7 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi, 145-146.
3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), 24, 26.

3 Departemen Agama RI, Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan (Jakarta:
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), 40. Lihat juga, Syafrudin Nurdin, Model
Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis
Kompetensi (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), xi.
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pemahaman, pengahayatan secara komprehensip dan perwujudannya dalam
berfikir dan berbuat atau bertindak sebagai dampak dari pemahaman dan
pengahayatan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai. Pengembangan kurikulum
berorientasi pada proses menekankan pada terlaksananya proses pembelajaran dan
suasana yang kondusif bagi pembentukan atau pencapaian kompetensi.*’
Disamping KBK berorientasi pada hasil dan proses, KBK juga memperhatikan
keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya.*
Munculnya KBK pendidikan berbasis multikultural kiranya dapat direalisasikan.

Pada kurikulum tahun 2004, jenis mata pelajaran madrasah dengan
sekolah umum sama, MI sama dengan SD, MTs sama dengan SMP, MA sama
dengan SMA, MAK sama dengan SMK. Bedanya hanya di Pendidikan Agama,
baik jenis maupun alokasi waktunya, di sekolah umum berkisar 2-3 jam
perminggu, di madrasah 7—12 jam perminggu.*? Perbedaan alokasi waktu PAI di
SMA dengan di MA cukup tinggi, karena kurikulum MA mempertahankan ciri
khas ke-Islamannya, inilah sisi politis yang cukup substansial untuk dikaji.

Di samping itu, undang-undang pendidikan yang baru juga mengakomodasi
pendirian madrasah “baru” yang dalam undang-undang sebelumnya tidak dikenal,
yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Keberadaan MAK ini menunjukkan
kesungguhan pemerintah untuk “benar-benar” menyetara-kan madrasah dan
sekolah. Dengan demikian, jika di sekolah menengah ada SMK, maka di

madrasahpun sama, ada MAK. Kesungguhan tersebut masih harus diuji dalam

realisasi di lapangan karena sampai saat ini - setelah 4 tahun undang-undangnya

** Rachman, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi, 186.
* Departemen Agama RI, Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan, 42
*> Rachman, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi, 202.
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disahkan- Madrasah Aliyah Kejuruan masih belum kelihatan.*®

Penyelenggaraan proses belajar mengajar program MAK secara umum
dilakukan dengan mengadopsi sistem pondok pesantren. Pembelajaran dikemas
melalui tiga program, yaitu pembelajaran pagi, program tutorial sore dan program
pengkajian kitab. Meskipun demikian, di luar program yang telah terjadwal masih
ada kegiatan yang bersifat pengembangan kemampuan dan pengetahuan siswa
serta kegiatan keagamaan. Kegiatan semacam ini dilakukan pada pagi hari setelah
subuh sampai jam 6. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi tilawah/tadarus al-
Qur’an, pengembangan kosa kata Arab dan Inggris, kuliah tujuh menit (kultum)
dengan menggunakan bahasa Arab/Inggris dan conversation Arab dan Inggris.

Gambaran kurikulum MAK sebenarnya cukup ideal, tetapi MAN tidak sukses
melanjutkan estafet ini, kurikulum tersebut sekarang diadop oleh pesantren
modern dengan boarding school-nya. Terbukti mereka cukup berhasil secara
kualitas dan banyak diminati masyarakat.**

Dalam pengimplementasian KBK, kegiatan pembelajaran harus berpusat pada
siswa (active learning), berlangsung dalam suasana yang mendidik,
menyenangkan dan menantang dengan berbasis prinsip paedagogis dan
andragogis. Dengan pendekatan tersebut siswa diharapkan secara aktif dapat

berkembang menjadi pribadi yang berwatak, matang dan utuh serta memiliki

* Muhammad Kosim, Sejarah Madrasah Perkembangan dan Pertumbuhan, Tadris, Vol 2 No 1,
2007, 56

* Secara umum demikian penyelenggaraan MAK terutama yang berstatus swasta, seperti MAK
Diponegoro, Klungkung, Bali, dan MAK Bahrul Ulum, Jombang Jawa Timur. Namun MAK yang
dikelola oleh Departemen Agama melalui MAN kebijakan penyelenggaraannya sampai saat ini
belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola MAK. Manajemen
pengelolaan program berada di bawah kepemimpinan yang sama dengan MAN, sehingga
pengelola MAK belum memiliki otonomi penuh untuk melakukan pengelolaan. Lihat, Suwendi
dkk, ”Restrukturisasi MAK: Studi Kebijakan Penyelenggaraan Program Tafagquh Fii ad-din Era
UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003”, dalam Edukasi (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan
Keagamaan), Volume 4, Nomor 4, Oktober-Desember 2006, 16-17.



53

kompetensi selaras dengan perkembangan kejiwaannya.*® Ringkas dari bentuk
pembelajaran ini adalah Pembelajaran Aktif, Inovatif, kreatif, dan menyenangkan
yang sering disebut PAIKEM.

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP).*® Dengan demikian maka KTSP merupakan kurikulum yang
paling baru di Indonesia —saat ini. Pemerintahan, daerah, dan sekolah adalah
tempat eksperimen kurikulum baru, tempat proses tahapan kurikulum baru
diputuskan, kurikulum baru itu include di sekolah dan guru, dan konsep
kurikulum yang baru itu harus dapat mengakses kualitas program untuk standar
yang baru. Kurikulum 2006 diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), kurikulum ini tidak hanya berlaku untuk madrasah tetapi juga sekolah.
KTSP ini disusun untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan
berbagai karakteristik dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, kebutuhan
dan potensi serta peserta didik.*’

Selanjutnya, bila mengamati struktur kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) atau kurikulum tahun 2006, maka kurikulum madrasah sama persis
dengan kurikulum sekolah umum, MI sama dengan SD, MTs sama dengan SMP,

MA dan MAK sama dengan SMA dan SMK* semua jurusan, baik jurusan IPA,

*> Syafrudin, Model Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi, xii.

*® Disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Lihat, Masnur Muslich, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), Dasar Pemahaman dan Pengembangan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

* Muhaimin, et. al., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada
Sekolah dan Madrasah (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 334.

8 Munculnya Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan program pemerintah yang akan
merealisasikan 60% sekolah kejuruan sebagai bukti bahwa orientasi kurikulum ke depan adalah
dunia kerja. Seperti dikatakan Wandira, kurikulum berorientasi kerja berangkat dari harapan untuk
membantu peningkatan mutu hidup dalam semua dimensinya. Kurikulum tersebut harus
menunjukan bahwa ia berperan bagi kemajuan individu dan masyarakat.
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IPS maupun bahasa. Kesamaan ini termasuk untuk mata pelajaran agama. Adapun
yang berbeda hanya Madrasah Aliyah Keagamaan, perbedaan ini untuk kelas XI
dan XI1.*Tetapi sebenarnya walaupun sama Madrasah Aliyah diberi kebebasan
untuk mengembangkan isi, karena memang madrasah mempunyai ciri khas
tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang standar isi, maka Madrasah Aliyah dapat mengembangkan
standar isi sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Hal ini sesuai
dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor DJ.
11/PP.00/ED/681/2006 tentang pelaksanaan standar isi yang menyatakan bahwa
untuk  meningkatkan  kompetensi  lulusan, Madrasah  Aliyah  dapat
mengembangkan kurikulum dengan standar isi yang lebih tinggi daripada standar
kompetensi lulusan dengan melakukan inovasi dan akselerasi.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan potensi dan ciri khas daerah, termasuk keunggulan
daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan terhadap mata pelajaran yang
ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan
diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru.
Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan
minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah. Kegiatan

pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh kanselor, guru atau tenaga

*> Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Rosda, 2007), 50-61. Lihat juga,
Muhaimin, et. al., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada
Sekolah dan Madrasah (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 348.
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kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.*
Dalam pengembangan diri ini dapat dimanfaat oleh insan madrasah untuk
penciptaan suasana ke-Islaman.

C. Daya Saing dan Dampak Sosial Madrasah setelah Terintegrasi

dengan Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagaimana sistem pendidikan lainya, masalah pendidikan madrasah
merupakan masalah yang beragam dan saling terkait antara satu bagian dengan
bagian yang lainya, juga mempunyai masalah tersendiri. Masalah pendidikan ini
secara umum dapat dilihat dari dua segi, yaitu bersifat internal dan eksternal.

Masalah madrasah yang bersifat eksternal seperti persoalan politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ancaman desentralisasi bangsa,
keterpurukan ekonomi, sifat kedaerahan yang berlebihan, tidak adanya kepastian
hukum, dan kurang terjadinya rasa aman bagi setiap warga Negara, berpengaruh
bagi proses pendidikan madrasah.

Selain masalah yang bersifat eksternal tersebut, pendidikan madrasah juga
dihadapkan kepada kepada masalah internal, seperti manajemen kelembagaan,
tenaga pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, kualitas lulusan dan dana.

Tantangan madrasah pada umumnya bukanlah permasalahan yang berdiri
sendiri, tetapi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
perkembangan IPTEK dan kehidupan sosial budaya. Berbagai tantangan yang
harus dihadapi dunia pendidikan pada umumnya juga harus dihadapi oleh
madrasah sebagai bagian dari proses pendidikan bangsa. Kalau dunia pendidikan

di Indonesia memerlukan berbagai inovasi agar tetap berfungsi optimal di tengah

>0 | ihat, Departemen Agama RI, Standar Isi Madrasah Aliyah, 6. lihat juga, Mulyasa, Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Suatu Panduan Praktis, 55.
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arus perubahan maka madrasah juga juga memerlukan berbagai inovasi agar
eksistensinya tetap bermakna bagi kehidupan bangsa.

Ketertinggalan madrasah selama ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor,
pertama, masih berorientasi pada masa silam yang bercirikan konservatisme.
Kedua, mutu penyelengaraan yang sangat rendah, sehinggah profesionalisme
pengelolahanya tidak jelas. Ketiga, relevansi pendidikan Islam yang kurang
mampu merespon tuntutan dan perkembangan masyarakat yang menuntut
pelayanan prima.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah upaya pembaharuan dalam
pengelolahan madrasah. Manajemen pembelajaran meruapakan salah satu
alternatif dalam mengelolah pendidikan di madrasah, agar mampu bersaing
dengan pendidikan umum yang lainya, sehingga ke depan madrasah tidak
dijadikan sebagai pilihan kedua setelah sekolahan umum, akan tetapi masyarakat
akan berebut untuk dapat diterima sebagai siswa madrasah.>*

Pendidikan yang dilakukan oleh madrasah sejak dulu senantiasa menghadapi
berbagai masalah yang serius, terutama pada era globalisasi ini, perubahan di era
globalisasi ini berjalan sangat cepat, sampai Kita tidak sadar bahwa kita sendiri
turut berubah, kemajuan pengetahuan dan teknologi semakin meninggkat dan
membawa pada problem yang komplek dalam kehidupan manusia. Oleh karena
itu lembaga pendidikan berkewajiban untuk mempersiapkan dan menjembatani
kemampuan yang ada saat ini dengan kemampuan yang dimiliki di masa

mendatang.

51 Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di
Era Kompetetif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 18-19.
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Tantangan pertama yang dihadapi oleh madrasah adalah kemerosotan moral
pelajar dan remaja pada umumnya uang sedemikian akut. Ironisnya, banyak
peserta didik yang belajar di madrasah yang notabene lembaga pendidikan agama,
terlibat dalam berbagai perilaku yang menyimpang, seperti halnya miras, geng
motor, narkoba, free sex, tawuran pencurian dan berbagai perilaku-perilaku yang
menyimpang lainya.>

Realitas negatif ini sangat memprihatinkan, khususnya dalam dunia
pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, madrasah mempunyai
kepdulian besar untuk menata moralitas agar sesuai dengan nilai-nilai kebenaran
yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad.

Tantangan kedua madrasah adalah penurunan kualitas keilmuan guru yang
berpengaruh besar amal dalam bentuk apapun. Degradasi keilmuan guru sekarang
ini disebabkan oleh lemahnya semangat guru sehingga sulit sekali menciptakan
kreasi dan inovasi yang berkualitas.

Sertifikasi guru diprogramkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru
ternyata jauh dari harapan, banyak guru yang melakukan segala cara agar lulus
sertifikasi tersebut sehingga orientasinya hanya materi yang sangat pragmatis.
Sedangkan semangat mereka dalam meningkatkan semangat kinerja dan
pengembangan kapasitas individu serta lembaga sangat rendah.

Maraknya plagiatisme di era digital sekarang ini terjadi secara masif dan sulit
dideteksi. Dalam bahasa agama plagiatisme adalah pencurian pengetahuan yang
tentunya lebih kejam dari pencurian harta, namun hal ini tidak disadari oleh para

guru karena orientasi pragmmatis yang sangat besar. Tidak lagi idelisme, inovasi

%2 Jamal Ma’'mur Asmani, Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan mengelolah
Madrasah yang Kompetetif, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 51.



58

kreasi dan sejenisnya, sehingga dunia pendidikan berjalan tampa adanya etos
kemajuan.

Tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh madrasah adalah krisis fungsi
keluarga. Keluarga tidak berfungsi sebagai pendidik utama dan pertama. Keluarga
hanya sekedar tempat pemenuhan kebutuhan biologis, seperti makan, minum,
tidur dan menonton televisi, keluarga bukan lagi sebagai tempat keilmuan dan
spiritual seperti belajar, mengaji al-Qur’an, shalat dan lain sebagainya.

Orang tua hanya bertanggung jawab dalam nafkah lahir, tidak dalam nafkah
spiritual dan keilmuan. Hal ini adalah potret mayoritas keluarga negeri ini, mereka
tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan moral anak,
yang penting, mereka mampu membayar kewajiban sekolah dan bisa memberikan
kecukupan papan, sandang dan pangan setiap hari.

Lingkungan merupakan perisai budaya, terutama lingkungan keluarga, jika
lingkungan mengalami kerusakan, prisai budaya bisa terjebak dalam keadaan
mengkhatirkan, bahkan bisa jatuh, bila perisai budaya jatuh, identitas budaya
jatuh, identitas bangsa melebur dalam ketidak pastian.

Perilaku amoral dan asosial yang menghingapi mayoritas anak didik sekarang
ini, luput dari perhatian lingkungan, mereka membiarkan saja hal ini tanpa peduli.
Apatisme sosial ini membahayakan ketahanan bangsa dalam menyongsong era
kompetensi global pada saat ini.

Madrasah biasanya didirikan oleh tokoh masyarakat yang dihormati dan
menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah. Tokoh seperti ini biasanya lahir
dari perjuangan panjang dalam membesarkan daerah, kedalaman ilmu agama dan

keluhuran perilaku yang biasanya dikenal dengan kaum agamawan. Tokoh-tokoh
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ini setia memberikan memberikan keteladanan dan kedermawanan dengan
mengayomi masyarakat.

Kewibawaan ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat moralitas anak didik
dan meningkatkan kapasitas keilmuanya. Namun, jika kewibawaan kultur ini
mengalami krisis eksistensi, agenda penegakan moral di tengah masyarakat akan
mengalami krisis. Tidak sedikit tokoh agama dan masyarakat yang sekarang ini
mengalami kehilangan kepercayaan masyarakat akibat pergeseran nilai degradasi

yang dialaminya.



